
 

 

 

 
 
 
 

WALIKOTA PANGKALPINANG  

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG 

NOMOR 5 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG 

NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENCEGAHAN DAN LARANGAN 

PELACURAN ATAU KEGIATAN YANG SEJENIS DENGAN ITU DALAM 

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PANGKALPINANG, 

 

Menimbang :  a. bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang telah 

menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang 

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Prostisusi dan Perbuatan Asusila, 

sehingga Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 

10 Tahun 1995 tentang Pencegahan Dan Larangan 

Pelacuran Atau Kegiatan Yang Sejenis Dengan Itu 

Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, 

perlu dicabut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota 

Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Pencegahan Dan Larangan Pelacuran Atau Kegiatan 

Yang Sejenis Dengan Itu Dalam Kotamadya Daerah 

Tingkat II Pangkalpinang; 

 



Mengingat  : 1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

                         2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 

1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat 

Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-

Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat 

I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1821); 

          3.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 

4.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4720); 

 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4928);  

 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang 

Tahun 2020 Nomor 1); 

8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 

2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi 

dan Perbuatan Asusila (Lembaran Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG 

dan 

WALIKOTA PANGKALPINANG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 10 TAHUN 1995 

TENTANG PENCEGAHAN DAN LARANGAN PELACURAN ATAU 

KEGIATAN YANG SEJENIS DENGAN ITU DALAM KOTAMADYA 

DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG. 

 



 Pasal 1 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 

Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Pencegahan Dan Larangan Pelacuran Atau Kegiatan Yang 

Sejenis Dengan Itu Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

1995 Nomor 01 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang. 

 

 
Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 28 Maret 2022 
 

WALIKOTA PANGKALPINANG, 

 

 dto 

 

MAULAN AKLIL 

 

Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 28 Maret 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA PANGKALPINANG, 

 

 dto 

 

RADMIDA DAWAM 

 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 27 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (5.11/2022)



 

 


